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	ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of socioeconomic factors on crime rates in 35 districts/cities in Central Java during the period 2018–2024 with 245 observations. The independent variables include Average Length of Schooling, Open Unemployment Rate, Poverty, Police Case Resolution, and Population Density. The analysis uses a Fixed Effect panel data model with heteroscedasticity and autocorrelation improvements through robust standard errors. The results show that the Average Length of Schooling variable has a negative and significant effect on crime rates, while the Poverty variable has a positive and significant effect. Conversely, the variables of Open Unemployment Rate, Police Case Resolution, and Population Density have no significant effect, indicating that the dynamics of crime in Central Java are more influenced by structural socioeconomic conditions than by employment, institutional, or demographic factors.
Kata kunci: Crime, Education, Poverty, Socioeconomics, Unemployment

	

	ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kejahatan di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah periode 2018–2024 dengan 245 observasi. Variabel independen meliputi Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Penyelesaian Kasus Kepolisian, dan Kepadatan Penduduk. Analisis menggunakan model data panel Fixed Effect dengan perbaikan heteroskedastisitas dan autokorelasi melalui Robust Standard Errors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan, sedangkan variabel Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Penyelesaian Kasus oleh Kepolisian, dan Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa dinamika kriminalitas di Jawa Tengah lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi struktural daripada faktor ketenagakerjaan, institusional, atau demografis.
 Kata kunci: Kemiskinan, Kriminalitas, Pendidikan, Pengangguran, Sosioekonomi



PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Adanya teknologi yang berkembang secara signifikan memungkinkan proses urbanisasi disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern, yang memerlukan perubahan. Masyarakat modern merasa cemas dan kebingungan karena kesulitan beradaptasi. Selain itu, masyarakat modern tidak jarang melakukan hal-hal yang menyimpang dalam upaya mereka untuk memperoleh materi yang melimpah. Memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan material yang besar, memiliki harta benda mewah dan kekayaan, tetapi tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memperolehnya. Seseorang dapat melakukan tindakan kriminal jika ambisi mereka tidak sesuai dengan kemampuan mereka (Maulana & Atmanti, 2014).

Grafik 1. Jumlah Kejahatan di Jawa Tengah
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Sumber: BPS Jawa Tengah (Diolah dengan Ms. Excel)

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum jelasnya faktor sosial ekonomi apa yang paling memengaruhi tingkat kejahatan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian juga menjadi sorotan. Contohnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2023) dan penelitian oleh Supriyadi, dkk. (2024) menyebutkan bahwa variabel pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. Namun pada penelitian yang dilakukan Zuhairah, dkk. (2024) menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Jika dilihat dari teori lain, meskipun rata-rata lama sekolah meningkat, tetapi kesenjangan dalam akses dan manfaat dari pendidikan tetap tinggi, hal ini dapat menciptakan kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan (Chambliss, W. J., 1975). 

Mekanisme sosial ekonomi seperti peningkatan peluang kerja, pendapatan rumah tangga, dan stabilitas keluarga menurunkan tingkat kejahatan melalui kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong tindakan kriminal dapat dikurangi dengan perbaikan pada elemen-elemen ini. Akibatnya, pendidikan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu antara bekerja atau melakukan kejahatan, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang lebih baik untuk mencegah kriminalitas (Cano-Urbina & Lochner, 2019). Mobilitas sosial dan peluang kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keuangan keluarga mereka. Keduanya menentukan akses individu terhadap kesempatan ekonomi yang layak, yang dapat memengaruhi kemungkinan keterlibatan kriminal (Papadakis dkk., 2020). Selain faktor individu, fungsi pemerintah dalam membiayai pendidikan juga memengaruhi tingkat kriminalitas. Dampaknya dihasilkan melalui peningkatan kualitas modal manusia dalam pola "time release", yang berarti efek baru terlihat ketika individu yang menerima hasil investasi pendidikan memasuki usia produktif dan berada dalam kelompok umur yang rentan terhadap tindakan kriminal (Atems & Blankenau, 2021).

Tabel 1. RLS dan Jumlah Kejahatan di Kota Semarang

	Tahun
	RLS
	Kejahatan

	2018
	10,51
	1027

	2019
	10,52
	1554

	2020
	10,53
	887

	2021
	10,78
	873

	2022
	10,8
	1356

	2023
	10,81
	1293

	2024
	11,05
	1153


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025
Dalam periode 2022–2024, terlihat korelasi negatif antara RLS dan jumlah kejahatan, yaitu semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin rendah angka kejahatan. Ini bisa mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan kriminalitas, meskipun perlu diuji lebih lanjut secara statistik.

Perbedaan hasil penelitian juga tampak jelas pada variabel pengangguran, yang menunjukkan adanya kontradiksi empiris dalam literatur. Penelitian oleh Fachrurrozi, dkk. (2021) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Sebaliknya, penelitian oleh Ardefa, dkk. (2025) menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Studi ini menyimpulkan bahwa pengangguran justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Menurut Priatna (2016), pengangguran menurunkan tingkat pendapatan seseorang, dan penurunan pendapatan ini akan menyebabkan kemiskinan. Miskin didefinisikan sebagai memiliki pendapatan yang kurang dari yang diperlukan untuk hidup secara wajar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, orang dapat mengambil perilaku kriminal karena kesulitan ekonomi. Sementara kemakmuran ekonomi mengurangi aktivitas kriminal, depresi ekonomi menyebabkan peningkatan kejahatan (Khan dkk., 2015). Penurunan angka pengangguran tidak serta-merta menurunkan tingkat kejahatan. Pengangguran memiliki efek positif yang signifikan dan konsisten terhadap tingkat kejahatan, khususnya pencurian dan perampokan, Jawadi dkk. (2021). Kemiskinan dan pengangguran dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas (Nindri & SS, 2023). Jumlah kriminalitas dipengaruhi secara langsung oleh TPT dan jumlah penduduk miskin (Pramesti, dkk., 2021). 

Selain itu, hasil temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan hubungan antara variabel sosial ekonomi, khususnya kemiskinan, terhadap tingkat kejahatan. Menurut penelitian Pratita dan Woyanti (2024), kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang berarti jika kemiskinan turun, maka kejahatan akan naik. Sebaliknya, Wicaksono (2023) serta penelitian oleh Imran dkk. (2018) menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kriminalitas, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula peluang terjadinya tindak kejahatan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap terkait arah dan kekuatan pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh perbedaan yang belum diteliti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan konteks yang lebih spesifik, seperti di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi beragam antar kabupaten/kota. 

Polisi sebagai lembaga keamanan, dapat mempengaruhi kasus-kasus yang tidak biasa atau signifikan, misalnya, pencurian, terorisme, keamanan, dan lain-lain (Bradford, 2011). Biasanya dalam jangka pendek, polisi menekan kasus tertentu dengan cara yang biasa mereka gunakan. Sama halnya menurut Draca, dkk. (2011), polisi digambarkan sebagai tim khusus yang menangani kasus tertentu. Polisi termasuk dalam rencana pemerintah untuk menangani kejahatan (Tella & Schargrodsky, 2004). Penelitian oleh Todotua & Hendarto (2016) menunjukkan bahwa variabel tingkat penyelesaian kasus berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan. Namun, penelitian oleh Hardianto (2009) menunjukkan penyelesaian kasus seperti pemenjaraan tidak memiliki hasil yang signifikan dengan jumlah total kejahatan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah penyelesaian kasus kepolisian terbukti berpengaruh terhadap kejahatan atau tidak, khususnya di Jawa Tengah. 

Dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kejahatan, kepadatan penduduk menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan. Penelitian oleh Edwart & Azhar (2019) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan atau kriminalitas. Di sisi lain, penelitian oleh Pratita & Woyanti (2024) menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan. Menurut Khalfa dan Hardyns (2025), menggunakan populasi residensial untuk menghitung tingkat kejahatan dapat bias, terutama di daerah dengan arus mobilitas penduduk yang tinggi. Ini penting diperhatikan karena kesalahan dalam mengukur risiko paparan kejahatan dapat memengaruhi analisis determinan sosial ekonomi terhadap kriminalitas. Faktor spasial seperti kondisi lingkungan juga berpengaruh. Venter dkk. (2022) menunjukkan bahwa kondisi lingkungan fisik dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kriminalitas karena menemukan bahwa peningkatan tutupan ruang hijau berkorelasi dengan penurunan kejahatan. Perbedaan hasil penelitian atau research gap menunjukkan perlu adanya penelitian lebih lanjut khususnya di lingkup kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Secara teoritis, tingkat kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang mencerminkan respons individu dan kelompok terhadap kondisi sosial ekonomi serta struktur sosial yang melingkupinya (Chambliss, 1975; Khan et al., 2015). Tingkat kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan institusional. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) meningkatkan kualitas modal manusia dan peluang ekonomi sehingga berpotensi menurunkan kecenderungan melakukan kejahatan (Chambliss, 1975; Cano-Urbina & Lochner, 2019). Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan keterbatasan akses kerja yang dapat meningkatkan kerentanan sosial seperti kejahatan, meskipun pengaruhnya terhadap kejahatan tidak selalu signifikan (Khan et al., 2015; Jawadi et al., 2021). Kemiskinan merefleksikan tekanan ekonomi yang lebih struktural dan berkelanjutan sehingga mendorong individu melakukan kejahatan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi (Imran et al., 2018; Priatna, 2016). Sementara itu, penyelesaian kasus oleh kepolisian berperan sebagai faktor institusional dalam pencegahan kejahatan melalui kepastian penegakan hukum (Di Tella & Schargrodsky, 2004). Kepadatan penduduk merupakan faktor demografis yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan, meskipun hubungannya tidak selalu konsisten antar wilayah (Edwart & Azhar, 2019).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel, yaitu gabungan antara data cross-section (data 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah) dan time series (2018-2024). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, yaitu: dan rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase kemiskinan, penyelesaian kasus oleh kepolisian (PKK), kepadatan penduduk, dan jumlah kejahatan yang ada di 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data lengkap selama 2018-2024 dan terdapat 245 observasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan software Stata 17 yang mendukung estimasi model panel dan pengujian asumsi klasik secara komprehensif. Namun untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik, yaitu:

1. Ordinary Least Square (OLS)/Pooled Least Square (PLS),

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model), dan

3. Model Efek Random (Random Effect Model).

Uji Model

Untuk memastikan validitas model, dilakukan beberapa tahapan pengujian sebagai berikut:

a. Uji Chow 

Menurut (Firmansyah & Triastie, 2021), Uji Chow merupakan uji untuk menentukan metode regresi yang lebih tepat digunakan antara Common Effect dan Fixed Effect. Jadi, Uji Chow menilai model regresi data panel yang terbaik, baik Common Effect maupun Fixed Effect, untuk mengestimasi data panel. Untuk membuat penilaian, kita dapat memeriksa nilai probabilitas penampang Chi2. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05 maka model yang dipilih adalah model Common Effect, sedangkan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, model yang dipilih adalah model Fixed Effect.

b. Uji Hausman 

Menurut (Firmansyah & Triastie, 2021), Uji Hausman merupakan uji untuk menentukan model regresi yang lebih tepat antara Fixed Effect dan Random Effect. Jadi, Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang lebih unggul antara model Fixed Effect dan model Random Effect. Untuk menentukan pilihan, seseorang dapat memeriksa nilai probabilitas untuk penampang acak. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05, Random Effect Model (REM) dipilih, sedangkan jika kurang dari 0,05, Fixed Effect Model yang digunakan. 

c. Uji Lagrange Multiplier

Menurut (Firmansyah & Triastie, 2021), Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan evaluasi untuk memastikan model regresi data panel yang paling sesuai, yaitu model Common Effect atau Random Effect. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05, model Common Effect, sedangkan jika kurang dari 0,05, model Random Effect (REM) yang dipilih.

Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinearitas

Menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel independen dan menentukan apakah ada atau tidaknya korelasi sempurna atau hubungan yang mendekati sempurna (Sunyoto, 2014).

2. Heteroskedastisitas

Diuji dengan Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in FE model untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan. Menurut Ghozali (2018) dalam (Bagana, 2022), uji heteroskedastisitas adalah model yang digunakan untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil yang signifikan dari model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas disebut homoskedastisitas, sedangkan hasil yang tetap disebut heteroskedastisitas.

3. Autokorelasi

Diuji dengan Wooldridge test for autocorrelation in panel data untuk memastikan tidak ada korelasi antar residual dalam waktu. 

4. Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sampel data atau distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal (Kurniawan, 2024). Digunakan ketika jumlah observasi kurang dari tiga puluh untuk memastikan apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari tiga puluh, uji normalitas tidak diperlukan karena distribusi suku kesalahan pengambilan sampel mendekati normalitas. Studi ini mengabaikan uji normalitas karena mencakup 245 observasi.

Uji Signifikansi

1. Uji F

Menurut Sunyoto (2014), Uji F menilai signifikansi statistik dari variabel independen dalam kaitannya dengan variabel dependen. Taraf signifikansi 5% digunakan untuk menentukan nilai F-tabel, dengan derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1), di mana n adalah jumlah observasi.
2. Uji t
Menurut Sunyoto (2014), digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan atau pengaruh signifikan (signifikan) antara variabel independen secara parsial dan variabel dependen. Dengan menggunakan derajat kebebasan df = (n-k), di mana n adalah jumlah observasi, dan k adalah jumlah variabel, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung setiap coefficient regresi dengan nilai t kritis dari tabel pada taraf signifikansi 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Pemilihan Model

Tabel 2. Hasil Chow Test

	Component
	Output

	F test that all ui = 0
	F(34, 205) = 22.81

	Prob > F
	0.0000


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Berdasarkan hasil Chow test (F test that all uᵢ = 0) yang dihasilkan oleh Stata, diperoleh nilai F(34, 205) = 22.81 dengan Prob > F = 0.0000. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai digunakan dalam analisis data panel. Keputusan ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 0.05, di mana Prob > F < 0.05 menunjukkan adanya efek tetap yang signifikan antar entitas. Karena nilai probabilitas pada pengujian ini lebih kecil dari 0.05, maka H₀ ditolak dan disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3. Hasil Hausman Test

	Component
	Output

	Chi2(5)
	44.64

	Prob > chi2
	0.0000


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Selanjutnya dilakukan Hausman test untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pada Stata, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai chi2 dan Prob > chi2, di mana Prob > chi2 < 0.05 menunjukkan bahwa perbedaan koefisien antara FEM dan REM signifikan, sehingga estimator REM dianggap tidak konsisten. Hasil pengujian menunjukkan nilai chi2(5) = 44.64 dengan Prob > chi2 = 0.0000, yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga model yang paling sesuai dan konsisten untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Hausman, keduanya menunjukkan nilai probabilitas < 0.05, sehingga terdapat perbedaan signifikan antar entitas dan estimator Random Effect dinilai tidak konsisten. Oleh karena itu, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang paling tepat, karena mampu menangkap heterogenitas tetap antar kabupaten/kota dan memberikan estimasi yang konsisten dalam analisis data panel penelitian ini.

Rumusan Model FEM:

[image: image2.png]a; + P1Xyie + PoXoie + P3Xsie + BaXajr + BsXsie + €t





di mana:

a. [image: image4.png]


: jumlah kejahatan di wilayah [image: image6.png]


pada tahun [image: image8.png]



b. [image: image10.png]


: Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
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: Penyelesaian Kasus oleh Kepolisian (PKK)
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Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Fixed Effect Model

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.

	RLS
	-0.2376
	0.0597
	-3.98
	0.000

	TPT
	0.0771
	0.0448
	1.72
	0.094

	Kemiskinan
	0.4026
	0.1273
	3.16
	0.003

	PKK
	0.0175
	0.0288
	0.61
	0.547

	Kepadatan
	-0.3369
	0.4615
	-0.73
	0.470

	C
	5.3165
	—
	—
	0.000

	

	Model Statistic
	Value

	R-squared (within)
	0.2159

	Prob (F-statistic)
	0.0008


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Menurut Ghozali (2016) dalam (Bagana, 2022), koefisien determinasi (R2), adalah alat uji yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Secara keseluruhan, nilai R-squared (within) sebesar 0.2159 menandakan bahwa sekitar 21,6% variasi tingkat kejahatan dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sehingga model dapat dikatakan cukup representatif dalam menggambarkan fenomena kejahatan di Jawa Tengah walaupun masih ada sekitar 78,4% variabel lain yang perlu diteliti. 
Variabel rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan, dengan koefisien sebesar –0.2376 dan nilai p sebesar 0.000. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan pencapaian pendidikan mampu menurunkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Pendidikan yang lebih tinggi kerap meningkatkan keterampilan, peluang kerja, dan nilai sosial individu, sehingga mengurangi risiko terjerumus dalam kejahatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sejumlah penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Cano-Urbina & Lochner (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan menurunkan tingkat kejahatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhairah, dkk. (2024) yang bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan. Atems & Blankenau (2021) juga menemukan bahwa investasi pendidikan memiliki efek jangka panjang dalam mengurangi kejahatan melalui peningkatan kualitas modal manusia dan kesempatan ekonomi.

Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan koefisien positif sebesar 0.0771, namun tidak signifikan secara statistik pada α = 5% karena nilai p sebesar 0.094. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap variasi jumlah kejahatan di kabupaten/kota Jawa Tengah. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kriminalitas sering kali tidak stabil dan tidak selalu signifikan. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Soehastra (2023), yang melihat kriminalitas di 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021. Soehastra menemukan dalam studinya bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kejahatan. Selain itu, temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Armin (2020) yang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki efek tidak signifikan terhadap kriminalitas. Temuan Audey dan Ariusni (2024) menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah kejahatan dalam penelitian ini. Mereka menjelaskan bahwa tekanan ekonomi pengangguran tidak selalu menyebabkan perilaku kriminal, karena banyak orang yang secara statistik dikategorikan sebagai penganggur masih mendapatkan uang dari sektor informal, seperti pekerjaan serabutan, perdagangan kecil, atau jasa harian. Kondisi serupa dapat ditemukan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah, di mana sektor informal berfungsi sebagai pendukung ekonomi dan dapat mempekerjakan orang tanpa persyaratan formal. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa keberadaan sektor informal dan mekanisme penopang ekonomi masyarakat dapat menghilangkan hubungan langsung antara pengangguran dan kejahatan. Ini adalah alasan mengapa variabel TPT dalam penelitian ini tidak dianggap sebagai faktor penting yang menentukan tingkat kejahatan.

Selanjutnya, variabel kemiskinan (Kemiskinan) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0.4026 dan nilai p sebesar 0.003. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, semakin tinggi pula potensi terjadinya kejahatan. Kemiskinan dapat menciptakan tekanan ekonomi, mempersempit peluang pendapatan legal, dan mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk coping mechanism terhadap keterbatasan ekonomi. Hasil ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Kuciswara, dkk., (2021) yang menyatakan kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kejahatan. Imran dkk. (2018) juga menemukan bahwa kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kejahatan, di mana keterbatasan akses ekonomi mendorong individu melakukan tindak kejahatan. Penelitian Wicaksono (2023) juga menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu determinan kuat yang meningkatkan angka kriminalitas. Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Khan dkk. (2015) yang menyebutkan bahwa tekanan ekonomi akibat kemiskinan menciptakan “motivational pressure” sehingga meningkatkan peluang keterlibatan kriminal.

Variabel penyelesaian kasus kepolisian (PKK) memiliki koefisien positif kecil sebesar 0.0175 dan nilai p sebesar 0.547, sehingga tidak signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus tidak memiliki hubungan statistik yang kuat dengan perubahan jumlah kejahatan. Ada beberapa alasan empiris dan metodologis yang menjelaskan mengapa variabel penyelesaian kasus kepolisian (PKK) dapat muncul tidak signifikan meskipun aparat kepolisian aktif. Pertama menurut penelitian oleh Baughman (2020), dari sisi pengukuran, clearance rate hanya mencerminkan proporsi kasus yang dianggap “terselesaikan” menurut standar administrasi kepolisian, sehingga tidak menangkap kejahatan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang diselesaikan tanpa penangkapan pelaku. Hal ini membuat penyelesaian kasus oleh kepolisian kurang representatif sebagai indikator pencegahan kejahatan dan rentan terhadap bias pelaporan. Kedua menurut penelitian Blanes & Kirchmaier, (2018), terdapat heterogenitas tipologi kejahatan, karena efek tingkat penyelesaian kasus berbeda antar jenis tindak pidana, misalnya, pengaruh penyelesaian kasus oleh kepolisian terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan tidak sama dengan kejahatan properti seperti pencurian. Ketika seluruh jenis kejahatan digabungkan dalam satu angka agregat, variasi ini tertutupi sehingga efek sebenarnya menjadi tidak terlihat secara statistik. Ketiga menurut penelitian Blanes & Kirchmaier, (2018), alokasi sumber daya dan kapasitas operasional kepolisian juga berpengaruh. Dalam beberapa kasus, waktu respons, beban kerja penyidik, dan keterbatasan forensik menentukan seberapa efektif kepolisian dapat menyelesaikan kasus. Jika sumber daya difokuskan pada kejahatan tertentu atau terjadi hambatan investigatif, peningkatan penyelesaian kasus oleh kepolisian tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kejadian kriminal secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan penyelesaian kasus oleh kepolisian dalam model bukan berarti kepolisian tidak berperan, namun lebih menggambarkan keterbatasan indikator penyelesaian kasus oleh kepolisian dalam mencerminkan dinamika pencegahan kriminalitas yang kompleks.

Variabel kepadatan penduduk (Kepadatan) juga tidak berpengaruh signifikan, dengan koefisien –0.3369 dan nilai p sebesar 0.470. Ini menunjukkan bahwa tekanan spasial akibat jumlah penduduk yang padat tidak menjadi faktor utama yang mendorong kejahatan, sehingga perubahan tingkat kejahatan lebih banyak dijelaskan oleh kondisi sosial ekonomi dibandingkan faktor demografis. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratita dan Woyanti (2024), yang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak berdampak signifikan terhadap kriminalitas atau kejahatan karena kepadatan yang tinggi sering diimbangi oleh fasilitas sosial, aktivitas ekonomi informal, dan pengawasan komunitas yang kuat. Sejalan dengan studi Veranita & Yudhistira (2022) dalam The Effect of Density on Crime: Evidence from Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan. Dalam penelitian Veranita, ia menunjukkan bahwa pengaruh kepadatan terhadap kejahatan tidak konsisten atau linear dalam beberapa model, kepadatan bahkan tidak dianggap sebagai komponen penting setelah variabel sosial ekonomi lainnya ditambahkan. Ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti kemiskinan, kondisi ekonomi, dan pendidikan lebih banyak memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia daripada jumlah penduduk per wilayah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini konsisten dengan gagasan bahwa kepadatan tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan variasi kejahatan di suatu wilayah.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	Variable
	VIF
	1/VIF

	RLS
	1.00
	1.000000

	TPT
	1.00
	1.000000

	Kemiskinan
	1.00
	1.000000

	PKK
	1.00
	1.000000

	Kepadatan
	1.00
	1.000000

	Mean VIF
	1.00


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Nilai Variasi Inflasi Factor (VIF) pada model FEM digunakan untuk menguji multikolinearitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF di bawah 10, yang berarti bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model.  Oleh karena itu, korelasi antar variabel independen tidak cukup kuat untuk mengganggu kestabilan estimasi.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

	Test Method
	Chi-square
	Prob > Chi² 

	Modified Wald Test for Groupwise Heteroskedasticity
	-
	0.0000


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Berdasarkan hasil Modified Wald Test for Groupwise Heteroskedasticity, diperoleh nilai Prob > Chi² sebesar 0.0000, yang menunjukkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas karena nilai probabilitas berada di bawah tingkat signifikansi 0.05. Namun, kondisi ini telah ditangani dengan tepat karena estimasi akhir dalam penelitian menggunakan Fixed Effect Model dengan robust standard errors, sehingga seluruh koefisien, t-statistic, dan p-value yang dihasilkan tetap valid meskipun terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Dengan penggunaan Robust Standard Errors, model dapat dipastikan aman dari bias akibat heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

	Variable
	Coefficient
	Std. Error (Robust)
	t-statistic
	p-value

	Lag Residual (eL)
	0.3773
	0.0769
	4.91
	0.000

	Constanta
	-0.0042
	0.0149
	-0.28
	0.776


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan pendekatan Wooldridge secara manual dengan meregresikan residual terhadap lag residual. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel lag residual (eL) signifikan pada tingkat 1% dengan nilai p sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model mengandung autokorelasi. Namun, estimasi akhir pada penelitian ini menggunakan robust standard errors yang dikluster per wilayah sehingga autokorelasi tersebut telah terkoreksi dan tidak memengaruhi validitas hasil estimasi.

Tabel 8. Uji Normalitas

	Variabel
	Obs
	Pr(Skewness)
	Pr(Kurtosis)
	Adj Chi²(2)
	Prob > Chi²

	resid 
	245
	0.0000
	0.0000
	43.62
	0.0000


Sumber: BPS Jateng, diolah dengan Stata 17

Uji normalitas residual dilakukan menggunakan Skewness–Kurtosis Normality Test (sktest) untuk melihat apakah error term mengikuti distribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Prob > Chi² lebih kecil dari 0.05, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Namun, dalam konteks regresi data panel, normalitas residual bukan prasyarat utama bagi validitas estimator Fixed Effect karena model tetap konsisten meskipun terjadi penyimpangan normalitas, terutama pada jumlah observasi yang besar. Selain itu, penelitian ini telah menggunakan robust standard errors, sehingga estimasi koefisien dan inferensi statistik tetap aman dan reliabel meskipun residual tidak normal.

Hasil Uji t

Uji t menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah (RLS) dan kemiskinan (Kemiskinan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan dengan nilai p masing-masing 0.000 dan 0.003, sedangkan variabel TPT, PKK, dan Kepadatan tidak signifikan karena memiliki nilai p di atas 0.05. 

Hasil Uji F

Uji F menghasilkan nilai Prob > F sebesar 0.0008 yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan. Dengan demikian, meskipun tidak semua variabel signifikan secara parsial, model secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan variasi tingkat kejahatan di kabupaten/kota Jawa Tengah. 

KESIMPULAN
Studi ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menjelaskan perubahan tingkat kejahatan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2020. Variabel rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki hubungan negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa pendidikan berperan strategis dalam menekan kriminalitas dengan meningkatkan kemampuan, perilaku rasional, dan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, tingkat kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pendorong kuat tindakan kriminal.
Sementara itu, variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), penyelesaian kasus kepolisian (PKK), dan kepadatan penduduk tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan. Ketidaksignifikanan TPT mengindikasikan bahwa pengangguran formal tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi individu karena banyak masyarakat tetap terserap dalam sektor informal atau mendapatkan dukungan sosial yang menurunkan risiko kriminalitas. Variabel PKK yang tidak signifikan menunjukkan bahwa angka penyelesaian kasus tidak sepenuhnya menggambarkan efektivitas pencegahan kejahatan, sedangkan kepadatan penduduk yang tidak berpengaruh signifikan menandakan bahwa tekanan demografis bukan faktor utama dalam mendorong kriminalitas ketika kondisi sosial ekonomi lebih dominan.
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